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ABSTRAK

Pemberantasan korupsi adalah tantangan serius di banyak negara, termasuk
Indonesia. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003
menunjukkan prioritas nasional dalam'mengatasi korupsi. Meskipun upaya konkret
telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti resistensi internal dan eksternal
serta perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Gerakan
Anti Korupsi Aceh(GeRAK Aceh) dalam mengawasi implementasi kebijakan anti-
korupsi di Provinsi Aceh, yang memiliki konteks sosial, politik, dan sejarah yang
unik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak GeRAK Aceh
terhadap kebijakan anti-korupsi dan menilai efektivitas pengawasannya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa GeRAK Aceh berhasil meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintahan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.
Kesimpulannya, GeRAK Aceh memainkan peran penting dalam pemberantasan
korupsi di Aceh, namun diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi
kendala yang ada.

Kata kunci: GeRAK Aceh, anti-korupsi, pengawasan kebijakan anti-korupsi.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan persoalan mendasar yang menghambat pembangunan
dan melemahkan legitimasi negara. Di Indonesia, agenda pemberantasan korupsi
dipertegas dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun
2003. Namun, implementasi kebijakan anti-korupsi masih menghadapi kendala,
baik berupa resistensi dari aktor internal dan eksternal, maupun budaya sosial yang
permisif terhadap praktik korupsi. Sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan kelembagaan,
upaya anti-korupsi di Indonesia sejak reformasi-1998 terus dilakukan melalui
regulasi dan program kelembagaan. Provinsi Aceh, dengan karakter sosial-politik
yang unik, menjadi salah satu wilayah penting dalam penerapan kebijakan
tersebut.!

Korupsi merupakan persoalan serius yang terus berlangsung di Provinsi
Aceh. Dalam beberapa tahun-terakhir, praktik korupsi menjadi tantangan utama
bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dampaknya terlihat pada berbagai sektor, antara lain
meningkatnya beban biaya hidup, menurunnya kepercayaan publik terhadap

pemerintah, serta terhambatnya perkembangan ekonomi dan sosial.?

! Waluyo, B. Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Sinar
Grafika, 2022.
2 Gerak Aceh: Penerapan MCP Tingkatkan Langkah Pencegahan Korupsi di Aceh.



Berbagai langkah telah ditempuh dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan korupsi, salah satunya melalui penyusunan serta penerapan
kebijakan anti-korupsi. Di Aceh, hal ini diwujudkan melalui Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang
menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi sekaligus
menindak praktik ‘korupsi dan gratifikasi. Kebijakan tersebut dirancang untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan
tujuan akhir memperkuat integritas aparatur serta meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah.

Peran Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK Aceh) sangat penting dalam
mengawal implementasi kebijakan anti-korupsi di Aceh. Sejak berdiri pada tahun
2003, GeRAK Aceh memiliki misi_untuk.mendorong transparansi, akuntabilitas
pemerintahan, serta memperkuat basis gerakan masyarakat sipil di tingkat akar
rumput dalam menghadapi praktik korupsi. Lahir dari inisiatif kolektif masyarakat
sipil, lembaga non-pemerintah, dan individu yang memiliki kepedulian, GeRAK
Aceh hadir sebagai kekuatan sosial yang berupaya menekan dominasi praktik
korupsi oleh aparat pemerintah, pejabat publik, maupun sektor swasta.

Kehadiran GeRAK Aceh tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Aceh
yang unik, termasuk pengalaman konflik bersenjata serta bencana tsunami 2004
yang membentuk lanskap sosial-politik daerah ini. Dalam hal ini, peran GeRAK
Aceh dapat dipahami sejalan dengan analisis Danil Akbar Taqwadin yang

menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh mengalami transformasi signifikan



dari sekadar aktor perlawanan menjadi aktor yang berperan kritis dalam arena baru,
termasuk dalam mengawal kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.?

Dengan perspektif tersebut, kehadiran GeRAK Aceh dapat dilihat sebagai
bentuk nyata dari keterlibatan Kkritis masyarakat sipil pascakonflik. Gerakan ini
bukan hanya simbol resistensi terhadap praktik korupsi, tetapi juga instrumen untuk
mengartikulasikan'kepentingan masyarakat, memperkuat budaya transparansi, dan
meneguhkan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan anti-korupsi di Aceh tidak hanya lahir
dari inisiatif negara melalui regulasi, tetapi juga dari dinamika masyarakat sipil
yang semakin matang dalam memainkan perannya pada era pasca konflik.

Implementasi  kebijakan anti-korupsi tidak hanya melibatkan upaya
penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari
masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam terhadap persepsi terhadap
upaya ini menjadi krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Studi
ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana
GeRAK Aceh terlibat dalam pengawasan implementasi kebijakan anti-korupsi di
Provinsi Aceh.*

Tantangan yang dihadapi oleh GeRAK Aceh dalam mengawasi
implementasi kebijakan “anti-korupsi menjadi salah satu fokus penelitian ini.

Analisis mendalam terhadap peran dan dampak GeRAK Aceh akan membantu

3Danil Akbar Tagwadin, “Pergeseran Medan Tempur: Evolusi Masyarakat Sipil dari
Perlawanan, Kooptasi, hingga Keterlibatan Kritis di Arena Baru,” dalam Berdamai dari Senjata,
Berkonflik dalam UUPA, ed. Otto Syamsuddin Ishak dkk. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025).

4 Rahayu, P. R, Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi
Dalam Perspektif Sosiologis (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal), 2020.



mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta strategi
yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana
GeRAK Aceh berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan di Aceh. Dengan_memahami peran, tantangan, dan keberhasilan
GeRAK Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang
bermanfaat bagi lembaga pengawas lainnya. Berdasarkan latar belakang ini,
peneliti  tertarik untuk meneliti Peran GeRAK Aceh dalam Mengawasi
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Aceh, serta dampaknya terhadap

kebijakan dan praktik anti-korupsi di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran GeRAK Aceh.dalam mengawasi/implementasi kebijakan
anti-korupsi di Aceh?
2. Apa dampak dari pengawasan GeRAK Aceh terhadap kebijakan anti-
korupsi di Aceh?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan peran GeRAK Aceh dalam mengawasi implementasi
kebijakan anti-korupsi di Aceh.
2. Menganalisis dampak dari pengawasan GeRAK Aceh terhadap kebijakan

anti-korupsi di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang

lebih baik tentang peran GeRAK Aceh dalam mendukung pemberantasan korupsi



di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi
pemerintah dan lembaga masyarakat sipil terkait untuk meningkatkan upaya anti-

korupsi di Aceh.
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